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MOTTO 
 

 
 

“Kebijaksanaan sejati datang kediri kita masing – masing ketika kita 

menyadari betapa sedikitnya kita memahami tentang kehidupan, diri 

kita, dan dunia disekitar kita.” 

(Socrates) 
 

 
 

"Orang yang sempurna bukanlah orang yang memiliki otak sempurna, 

melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otak 

yang tidak sempurna." 

(Aristoteles) 
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RINGKASAN 

 
Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat, ditandai dengan 

semakin banyaknya aktivitas bisnis yang semakin berkembang. Aktivitas bisnis 

merupakan salah satu instrument penopang pembangunan Bangsa. Walau demikian, 

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari kendala - kendala yang 

dihadapi. Salah satunya kendala tersebut adalah persoalan permodalan. Ketersediaan 

modal dalam kegiatan bisnis memiliki peran besar untuk menjalankan suatu kegiatan 

usaha. Permodalan yang dibutuhkan pengusaha dapat bersumber dari modal sendiri atau 

investasi orang lain, salah satu modal yang diperoleh pelaku usaha adalah dari Lembaga 

Perbankan. Lembaga perbankan sebagai penyalur kredit juga berperan aktif dalam 

menjaga kesehatan perekonomian dengan memberikan keringan pada kredit yang 

bermasalah dengan berbagai kebijakan salah satunya Restrukturisasi. Kredit bermasalah 

atau macet yang sering terjadi dalam suatu perjanjian memaksa bank atau lembaga 

keuangan melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak 

menimbulkan kerugian dan tetap memandang tidak semakin mempersulit keadaan dari 

debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan 

berupa perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran yang harus 

dibayarkan bagi beberapa kredit tertentu.21  Penyelesaian kredit bermasalah menurut 

pandangan bank jika terjadinya kredit bermasalah itu disebabkan karena hal-hal diluar 

kekuasaan debitur dan debitur dinilai mempunyai itikad baik serta bank berpendapat 

bahwa debitur masih sanggup untuk melunasi fasilitas kredit dengan kemampuan bayar 

yang menurun dari yang diperjanjikan semula, maka pihak bank akan memberikan 

kebijakan yang dapat meringankan beban debitur, dengan maksud agar kredit 

bermasalah tersebut dapat diatasi dan bank tetap dapat menerima pengembalian atas 

kredit yang telah diberikan dan tidak terjadi suatu kemacetan kredit yang semakin 

rumit.22  Itikad baik debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit dan kemampuan 

untuk melunasi pinjaman tersebut merupakan hal yang melandasi bank memberikan 

kebijakan agar mempermudah proses pembayaran kredit tersebut agar tergolong kembali 

sebagai kredit lancar (Performing Loan) dan tidak ada pihak yang dirugikan di pada 

perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji 

dan mempelajari lebih dalam terkait “Penyelesaian kredit bermasalah dengan metode 

restrukturisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang 

Banyuwangi” Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, 

kriteria kredit bermasalah pada PT. PT. BRI Cabang Banyuwangi. Kedua, Dasar PT. 

BRI Bank cabang Banyuwangi melakukan metode Restrukturisasi untuk menyelesaikan 

kredit bermasalah. Ketiga, Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BRI Cabang 

Banyuwangi dengan metode Restrukturisasi. Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus dari skripsi ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisa setiap unsur yang ada pada rumusan masalah. Dalam 

metode penelitian meliputi tipe penelitian menggunakan yuridis normatif (Legal 

Research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer tentang undang-undang yang berkaitan dengan 

kasus dan bahan hukum sekunder tentang teori-teori yang berkaitan dengan kasus serta 

bahan non hukum sebgai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir. 
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Kebijakan penyelamatan kredit dengan cara persyaratan kembali 

(reconditioning) maupun penataan kembali (restructuring) diwujudkan dengan 

membuat perjanjian kredit baru. Perjanjian Kredit baru ini kedudukannya untuk 

mengganti perjanjian kredit lama.  Kehendak pihak-pihak untuk mengadakan perubahan 

terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit terdahulu 

akan dituangkan dalam perjanjian kredit baru. Perubahan terhadap syarat-syarat kredit 

tersebut disesuaikan dengan restrukturisasi yang dilakukan.  Mengacu pada maksud 

dan tujuan para pihak untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kredit yang 

telah disepakati ditinjau dari hukum perjanjian termasuk dalam hapusnya perikatan 

khususnya pembaharuan utang (novasi). Salah satu upaya meminimalkan potensi 

kerugian akibat kredit bermasalah bank dapat melakukan restrukturisasi  kredit  terhadap  

debitur  yang masih memiliki prospek dan kemampuan membayar, jika debitur sudah 

tidak mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar atau kredit yang telah 

dikategorikan macet dan telah melakukan berbagai upaya penagihan maka bank dapat 

melakukan hapus buku atau hapus tagih.  Dampak dari krisis terhadap sektor pemerintah 

salah satunya adalah besarnya NPL pada bank bank, sebagai upaya  untuk mengatasi hal 

tersebut BI menetapkan arah kebijaksanaan agar setiap bunganya secara bertahap dapat 

menurunkan NPL sampai pada tingkat tinggi dan lebih 5% pada akhir 2001 dari posisi 

rata-rata 39%, dalam hal ini bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk 

menurunkan level NPL dengan mengajukan negosiasi langsung atau melalui jalur 

hukum gugatan pengadilan atau melakukan restrukturisasi kredit. 

Kemudian hasil penelitian ini adalah terkait struktur pemberian kebijakan 

restrukturisasi haruslah dimulai dengan penwaran yang diberikan oleh pihak BRI setelah 

melakukan penilaian terhadap debitur serta penerapan asas perbankan yang benar sesuai 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku setelah terjadinya suatu permasalahan yang 

timbul karena kredit macet. Debitur mikro dan kecil kebanyakan berasal dari kalangan 

masyarakat kurang berpendidikan dan kurang percaya diri sehingga mudah diakali  

masalah  ini  telah  ditangani  oleh  OJK  sebagai  otoritas  perbankan  dengan  cara  

mendorong pendirian  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  di  industri  jasa  

keuangan  yang  dapat  diakses pengusaha mikro dan kecil dengan sangat mudah, 

bahkan menginisiasi cara penyelesaian sengketa alternatif model ajudikasi yang 

ditujukan bagi debitur mikro dan kecil yang banyak menimbulkan suatu disparitas antar 

penerima restrukturisasi sesama nasabah dengan pinjaman yang sama mengakibatkan 

penerimaan kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh bank dipandang bukan hanya 

memandang prospek usaha namun juga faktor-faktor lain yang tidak sesuai ketentuan BI 

dan OJK. Serta Saran dari skripsi ini adalah pertama, Dalam hal untuk menghindari 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit, Kepada PT. BRI cabang 

Banyuwangi dalam hal untuk menghindari masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

pemberian kredit, sebaiknya PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan penilaian 

kredit dan karakter calon nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Kedua, PT. 

BRI cabang Banyuwangi seharusnya meningkatkan pengawasan   terhadap   usaha   

maupun   kondisi   keuangan debitur   serta melakukan pendekatan terhadap debitur yang 

tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya agar nantinya restrukturisasi kredit 

dapat berjalan dengan baik. Ketiga PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan 

penilaian dengan baik dan tepat dalam hal melihat ukuran untuk menentukan kredit 

macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki 

prospek usaha yang baik.  
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat, ditandai 

dengan semakin banyaknya aktivitas bisnis yang semakin berkembang. Aktivitas 

bisnis merupakan salah satu instrument penopang pembangunan Bangsa. Walau 

demikian, Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari kendala 

- kendala yang dihadapi. Salah satunya kendala tersebut adalah persoalan 

permodalan. Ketersediaan modal dalam kegiatan bisnis memiliki peran besar 

untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Permodalan yang dibutuhkan pengusaha 

dapat bersumber dari modal sendiri atau investasi orang lain, salah satu modal 

yang diperoleh pelaku usaha adalah dari Lembaga Perbankan. 

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk 

kredit, dari dana kredit inilah digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan 

usahanya.1  Lembaga perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya 

yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Syariah yang telah diatur 

dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

(Selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan), menjelaskan bahwa : 

 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam  bentuk  simpanan dan  menyampaikannya  kepada  masyarakat 

dalam bentuk  kredit  dan atau bentuk-bentuk  lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

 
Secara etimologis istilah kredit berasal dari kata latin credere yang berarti 

kepercayaan, misalkan seseorang mendapat kredit dari bank maka dapat diartikan 

bahwa  pihak  yang  diberikan  kredit  telah  mendapat  kepercayaan  dari  bank.2 

Pengertian Kredit Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Perbankan adalah: 
 

 
 
 
 
 

1 Kasmir,  Manajemen Perbankan, Jakarta : Rajawali Press, 2000, hlm. 10 
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2005, hlm. 57
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2  

 

 
 
 
 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.” 

 
Penyaluran kredit oleh bank merupakan salah satu indikator dari upaya 

bank dalam menjaga kepercayaan kepada nasabah dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan (profit). Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk lain dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan 

kata lain sebagai lembaga perantara atau institusi antara kelompok mempunyai 

dana lebih (surplus spending group) dan kelompok orang yang membutuhkan atau 

sedang kekurangan dana (defisit spending group).3 Sebagaimana diketahui bahwa 

bank sebagai lembaga intermediasi keuangan pada umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang yang 

menjadi tujuan bank yaitu melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan 

mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Penyaluran 

kredit kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit) 

terkadang mengalami hambatan yang disebabkan oleh debitur ataupun karena 

faktor lain.4  Faktor tersebut perlu diperhatikan agar perjanjian kredit tersebut 

dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak dan tidak 

melanggar ketentuan suatu perundang-undangan yang berlaku. 

Upaya meminimalisir risiko dalam menyalurkan kredit bank wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi 

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan 

tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus rnelaksanakan penilaian yang 

seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), 

agunan (colateral) dan prospek usaha dari debitur (condition of economic).5 Oleh 

karena itu   prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dari penyaluran kredit 

adalah kehati-hatian (prudential banking). 
 

 
 

3 Andrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12 
4 Hermansyah, Op Cit., hlm. 7 
5 Andrian Sutedi, Op Cit., hlm. 14

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3  

 

 
 
 
 

Proses penyaluran kredit yang tidak menerapkan prinsip 5C, sangat 

mungkin akan menimbulkan berbagai resiko, dimungkinkan memang tidak 

memiliki kemampuan untuk membayar utang atau kredit kepada kreditur namun 

dapat terjadi debitur sebelumnya telah melakukan pembayaran utang secara 

teratur sesuai perjanjian namun karena adanya permasalahan bisnis dari kreditur 

ataupun karena faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor nasional ataupun 

global yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban.6  Dalam 

kondisi demikian sebagai dapat membuat  kebijakan guna membantu debitur 

untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pihak bank berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/l50/KEP/DIR tanggal 12 

Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit: 

 

"Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya 

untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Jika 

ditinjau dari hukum perjanjian mekanisme yang demikian bukan 

masuk kategori pembaharuan utang, karena perjanjian kredit  baru 

tersebut lahir tanpa causa. Sedang unsur "causa" mengganti perjanjian 

yang lama merupakan karakteristik dari novasi.” 
 

Kebijakan penyelamatan kredit dengan cara persyaratan kembali 

(reconditioning) maupun penataan kembali (restructuring) diwujudkan dengan 

membuat perjanjian kredit baru. Perjanjian Kredit baru ini kedudukannya untuk 

mengganti perjanjian kredit lama.  Kehendak pihak-pihak untuk mengadakan 

perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam perjanjian 

kredit terdahulu akan dituangkan dalam perjanjian kredit baru. Perubahan 

terhadap syarat-syarat kredit tersebut disesuaikan dengan restrukturisasi yang 

dilakukan.  Mengacu pada maksud dan tujuan para pihak untuk mengadakan 

perubahan terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati ditinjau dari hukum 

perjanjian termasuk dalam hapusnya perikatan khususnya pembaharuan utang 

(novasi). Dalam praktek perbankan pelaksanaan persyaratan kembali 

(reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) diwujudkan dengan 

membuat perjanjian kredit baru sebagai perubahan terhadap syarat-syarat kredit 

 
 
 

6 Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia 
Pustaka Utama 2005, hlm. 100
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yang lama, tanpa didahului dengan membuat perjanjian pembaharuan kredit 

terlebih dahulu.7 Terkait dengan hal itu, maka penyimpangan dari tujuan 

restrukturisasi kredit maupun konteks novasi menurut hukum perjanjian yang ada 

di Indonesia berakibat dalam proses berjalannya perjanjian kredit  mengalami 

suatu kemacetan namun tetap dapat diselamatkan dengan metode restrukturisasi. 

 

Mekanisme pembaharuan kredit restrukturisasi yang demikian seolah- 

olah memutus hubungan hukum yang lama, tidak demikian dengan 

konteks  novasi  maupun  maksud  dari restrukturisasi kredit  bahwa 

hubungan hukum perikatan lama hapus sekaligus dilanjutkan dengan 

hubungan hukum yang baru dalam perikatan yang baru, sehingga 

perjanjian kredit yang baru lahir berdasar atas alas perikatan yang 

lama. Lahirnya perjanjian pembaharuan kredit membawa akibat 

hapusnya perjanjian kredit lama yang merupakan perjanjian pokok, 

dan mengandung perjanjian tambahan, maka semua perjanjian 

tambahan tersebut turut hapus.8
 

 

Para pihak harus mempertimbangkan kerugian yang akan timbul akibat 

restrukturisasi kredit, khususnya yang menyangkut hak-hak jaminan yang melekat 

pada perjanjian kredit lama. Dalam restrukturisasi kredit apabila hak-hak jaminan 

tersebut tidak hapus harus diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian 

pembaharuan kredit sebagai perikatan yang baru. Namun dalam prakteknya sesuai 

dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia meskipun secara tegas 

diperjanjikan, tetapi untuk melindungi hak-hak jaminan pada perikatan yang baru 

tetap dilakukan pengikatan ulang. 

Berdasarkan Memorandum Analisa Restrukturisasi yang dikeluarkan oleh 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi (selanjutnya 

disebut PT. BRI cabang Banyuwangi) terkait permasalahan kredit yang terjadi 

pada suatu bisnis yang berjalan dalam bidang perkebunan cabai milik debitur dan 

PT. BRI cabang Banyuwangi pada awalnya pinjaman debitur tergolong dalam 

kolektibilitas yang lancar serta melihat adanya prospek usaha yang baik bagi 

debitur, namunsaat angsuran kredit berjalan mulai terjadi pembayaran  yang  

kurang   lancar  hingga  terjadi  kemacetan  dalam  proses pembayaran, lalu 

pihak PT. BRI cabang Banyuwangi melakukan peninjauan dalam kredit tersebut 

 
7 Andrian Sutedi, Op Cit, hlm. 80 
8 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hlm. 385  
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mengetahui bahwa kredit macet tertulis pada perjanjian kredit pada hari 

Rabu tertanggal 5 September 2018 dengan nomor perj anjian kredit NO. 

093/B.408/PK/IV/19 yang dibuat oleh notaris yang bertempat di 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Perjanjian kredit NO. 

093/B.408/PK/IV/19 tersebut dibuat antara PT. BRI Cabang Banyuwangi 

yang diwakili oleh kepala Pimpinan Cabang BRI Banyuwangi dengan 

Nomor Induk Kependudukan: 5171031103700XXX sebagai pihak pemberi 

kredit kepada nasabahnya yang selaku sebagai pihak penerima kredit. 

Pinjaman ini dibutuhkan oleh debitur untuk melancarkan usaha yang akan 

dikembangkan yaitu perkebunan cabai yang d itanam seluas 8 hektar, untuk 

melancarkan usaha tersebut debitur membutuhkan bantuan dana sebesar 

500 juta, namun terjadi kegagalan panen yang membuat kerugian terhadap 

bisnis tersebut sehingga kreditnya menjadi macet meskipun demikian debitur 

beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dengan mengangsur dengan 

harapan bahwa usahanya akan berjalan normal kembali oleh karena itu pihak 

bank memberikan kesempatan guna upaya perbaikan kredit yaitu dengan 

melakukan rekstrukturisasi agar debitur digolongkan kembali ke dalam kualitas 

kredit lancar. Penanganan kredit tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

mengacu pada pasal 51 Peraturan Bank Indonesia (Selanjutnya disebut PBI) 

Nomor 7/2/PBI/2005 tentang rekstrukturisasi kredit. 

PT. BRI Cabang Banyuwangi untuk melakukan rekstrukturisasi kredit 

terhadap debitur yang mengalami kredit macet dan melakukan restrukturisasi 

untuk berupaya perbaikan yang dilakukan oleh PT. BRI Cabang Banyuwangi 

dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan 

pembayaran untuk memenuhi kewajibannya dengan tujuan penyelamatan kredit 

sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali normal. 

Terkait dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan 

memformulasikan dalam bentuk penelitian proposal skripsi dengan judul 

“Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada 

Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi”
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1.2   Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.    Apa kriteria kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

Cabang Banyuwangi? 

 

2.    Apakah yang menjadi dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

Cabang Banyuwangi melakukan metode Restrukturisasi untuk menyelesaikan 

kredit bermasalah? 

3.    Bagaimanakah Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi dengan metode Restrukturisasi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan  yang  hendak 

dicapai, yaitu : 

 
1.3.1  Tujuan Umum 

 

1.   Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember. 

2.   Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang 

diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi 

dalam masyarakat. 

3.   Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. 

 
1.3.2  Tujuan Khusus 

 

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, 

adalah sebagai berikut : 

1.   Mengetahui dan menganalisa kriteria dari kredit bermasalah pada PT. Bank 
 

BRI cabang Banyuwangi; 
 

2.   Mengetahui dan menganalisa dasar penggunaan metode restrukturisasi yang 

dilakukan oleh PT. PT. BRI Cabang Banyuwangi. 

3.   Mengetahui dan menganalisa cara penggunaan metode restrukturisasi PT. 
 

PT. BRI Cabang Banyuwangi dalam penyelesaian kredit bermasalah;
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 
2.1      Perjanjian Kredit 

 

2.1.1   Pengertian Perjanjian Kredit 

 
Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, 

sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada 

dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil 

ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh 

bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit 

perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan itu, memang 

dalam prakteknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak Bank sebagai 

kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. 

 

Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku 

(standart contract), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam 

posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan 

negoisasi atau tawar menawar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata 

yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah: 

 

“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu 

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan 

yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.” 

 

Pengertian perjanjian kredit menurut banyak ahli hukum menyatakan 

lemahnya pengertian perjanjian yang diuraikan dalam pasal 1313 KUH Perdata 

tersebut. Menurut beberapa ahli menjelaskan melalui unsur pengertian dari 

perjanjian yaitu menurut : 

a.   Menurut R. Subekti,9  Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua 

orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 
 
 
 
 

9   Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan 

Publishing, Jakarta, 2011, hlm 29 
 

 
 

7
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b. Menurut Van Dunne,10 yang dikatakan sebagai perjanjian adalah 

suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat yang menimbulkan akibat hukum. 
 

c. Menurut H.S Salim,11  Hubungan hukum antara subjek hukum 

dengan  subjek  hukum  lainnya  dalam  bidang  harta kekayaan, 

dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu 

juga subjek  hukum yang  lainnya  berkewajiban  melaksanakan 

prestasi sesuai yang telah disepakati. 
 

Merujuk kepada beberapa uraian diatas, maka pengertian Perjanjian 

Kredit, yaitu perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur yang 

melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar 

kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan 

kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan adanya proses perkreditan 

diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan 

membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan 

kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Bagi 

lembaga keuangan, kredit dapat berfungsi sebagai pemberi keuntungan melalui 

bunga pemberian kredit atau jasa lainnya. 

 
 

2.1.2  Unsur-Unsur Perjanjian Kredit 
 

Berdasarkan Unsur - unsur terkandung di dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit atau dengan kata lain pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung 

beberapa makna yang mengartikan dari pengertian unsur-unsur perjanjian kredit. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut 
 

Thomas Suyatno adalah :12
 

 

a) Kepercayaan 
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yng diberikan 

(berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di 

masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan 

bank, setelah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern 

maupun dari eksteren berikut penelitian kondisi masa lalu dan 

sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 
 
 

10   Salim HS, Hukum Kontrak dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, 
hlm. 25 - 26 

11 Ibid, hlm, 26 
12 

Thomas Suyatno, Dasar – Dasar Perkreditan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, 

hlm. 23 - 24

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9  

 

 
 
 
 

b) Prestasi 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing- 

masing. 

c) Jangka Waktu 
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka 

menengah, atau jangka panjang. 

d) Risiko 
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. 

Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar resikonya demikian 

pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko 

yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang 

tidak  disengaja,  misalnya  terjadi  bencana  alam  atau  bangkrutnya 

usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 
e) Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut 

yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan 

biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan 

bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah balas jasa ditentukan 

dengan bagi hasil. 
 

Menurut Achmad Anwari Unsur – Unsur Perjanjian Kredit adalah:13
 

 

a)  Kepercayaan 
Yaitu, adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikan 
kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan 
diperjanjikan pada waktu tertentu. 

b)  Waktu 
Yaitu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dengan 

pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu 

disetujui atau  disepakati bersama antara pihak  bank  dan  nasabah 

peminjam dana. 

c)  Prestasi 

Yaitu, adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada 

saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian 

kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga 

ataupun imbalan. 

d)  Risiko 
Yaitu, adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara 
pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 
mengamankan  dan  pemberian  kredit  dan  menutup  kemungkinan 

 

 
13 Ibid, hlm 110
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terjadinya   wanprestasi   dari   nasabah   peminjam   dana,    maka 
diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan. 

 
Suatu perjanjian kredit agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan 

berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan 

perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah 

menetapkan ketentuan  mengenai  kewajiban  bank  umum untuk  memiliki dan 

melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan 

kebijakan perkreditan bank dalam SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 

Maret 1995. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti mengandung 

prestasi dan kontra prestasi yang menjadi bagian hak dan kewajiban. Demikian 

pula pada saaat dibuatnya perjanjian kredit yang didasarkan pada asas 

kepercayaan,waktu, prestasi dan risiko  dapat  dikatakan sebagai bukti adanya 

kepastian hukum. 

 
 

2.2      Kredit Bermasalah 
 

2.2.1   Pengertian Kredit Bermasalah 
 

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah diperjanjikan. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu 

kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun 

pendapatan bunga yang tidakdapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan 

mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total dari 

bank tersebut.14 Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain penyebab 

kredit  yang berasal dari intern bank dan ekstern bank penurunan pendapatan 

secara total. 

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan, akibatnya 

kredit tidak dapat  ditagih / dilunasi sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik 

apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan 
 
 
 
 
 

14 Amal Ihsan, 2014, kredit bermasalah dan restrukturisasi, melalui: 

https://id.scribd.com/doc/246323941/Kredit-Bermasalah-Dan-Restrukturisasi-Kredit,    

diakses pada tanggal 02 mei 2019 pukul 13.14 WIB
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kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Menurut beberapa ahli 

pengertian dari kredit bermasalah yaitu : 

a. Menurut   As.   Mahmoeddin15    pengertian kredit   dinyatakan 
sebagai bermasalah:  Kredit dimana debitur tidak memenuhi 
persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya 
persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok 
pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan 
peningkatan agunan dan sebagainya. 

b.    Menurut S. Mantayborbir16 suatu kredit dikatakan sebagai kredit 
bermasalah: Debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak 

menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang 

baik mengenai jumlah maupun waktu. 
 

Kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran 

setelah 90 hari. Kredit bermasalah dapat menyebabkan tidak kembalinya dana 

yang telah disalurkan oleh bank. Pendapatan bunga kredit didapatkan dari 

pembayaran yang lancar kecuali pendapatan bunga dari kredit non-performing. 

Pendapatan bunga kredit yang berasal dari non - performing loan diakui pada saat 

diterima pembayarannya. Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai non - 

performing loan maka kredit tersebut mulai diawasi oleh pihak bank agar tidak 

terjadi semakin merugikan kepada bank. 

 
 

2.2.2   Macam – Macam Kredit Bermasalah 
 

Terdapat lima bentuk penggolongan kredit bermasalah yaitu lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.17  yang termasuk dalam 

kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang performing 

loan, sedangkan kredit  yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan 

macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu 

kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, 

dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu : Prospek usaha, kondisi keuangan 

dengan penekanan arus kas dan kemampuan membayar.18  Berdasarkan risiko 

adanya  keterlambatan  maka  pihak  bank  mulai  menggolongkan  jenis  kredit 
 
 

 
15 

Thomas Suyatno, Op Cit ., hlm. 40 -50 
16   Ibid ., hlm. 55 
17   Kasmir., Op Cit.,  hlm. 78 
18   Ricardo Simanjuntak ., Op Cit  hlm.65 
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bermasalah   agar   memudahkan   dalam   pengelompokkan   berbagai   kredit 

bermasalah yang terjadi. 

Menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran- 

ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut 

ketentuan sebagai berikut:19
 

a)   Lancar (pas) 

kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Industri atau kegiatan 

usaha  memiliki  potensi pertumbuhan  yang  baik,  perolehan  laba 

tinggi dan stabil dan pembayaran tepat waktu, perkembangan 

rekening  baik  dan  tidak  ada  tunggakan  serta  sesuai persyaratan 

kredit. 
b)   Dalam Perhatian Khusus (special mention) 

kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha 

memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas perolehan laba cukup 

lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan). 

c)   Kurang Lancar (substandard) 
kredit   yang   memenuhi  kriteria:  Industri  atau  kegiatan  usaha 

menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak 

mengalami pertunbuhan, perolehan laba rendah dan terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan). 

d)   Diragukan (doubtful) 
kredit   yang   memenuhi  kriteria:  Industri  atau  kegiatan  usaha 

menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional 

dibiayai dengan penjualan aset dan terdapat tunggakan pembayaran 

pokok  dan/  atau  bunga  yang  telah  melampaui  180  hari sampai 

dengan 270 hari (9 bulan). 

e)   Macet (loss) 
kredit   yang   memenuhi   kriteria:   Kelangsungan   usaha   sangat 

diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih 

kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, 

mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi 

seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan dan 

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari (9 bulan lebih). 
 

Kredit  bermasalah dapat timbul diakibatkan dari 2 faktor yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern dari pihak yang melakukan perjanjian dan dibuatnya 

macam kredit bermasalah untuk menklasifikasikan berbagai kendala dalam suatu 

kredit yang macet dan mengakibatkan terganggunya aliran perputaran dana pada

PBI nomor 12 tahun 2002 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum 
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20 Thomas Suyatno, Opt. Cit, hlm. 100 

 

 

 
 
 
 

suatu bank, serta klasifikasi ini digunakan sebagai cara memilah dan 

mengelompokkan kredit macet yang dapat diberikan suatu bentuk bantuan agar 

kredit tersebut kembali tergolong sebagai kredit lancar (Performing Loan) . 

 
 

2.2.3   Faktor Penyebab Kredit Bermasalah 
 

Dalam pemberian suatu kredit kepada masyarakat sering terjadi suatu 

permasalahan dalam hal pengembalian kredit, faktor yang mendasari suatu kredit 

bermasalah bisa muncul dari faktor intern ataupun ekstern dari debitur 

tersebut,suatu kredit dapat dinyatakan bermasalah jika pada saat debitur tidak 

dapat membayar angsuran lebih dari 90 hari, maka kualitas debitur turun dari 

performing loan menjadi non-performing loan. pendapatan bunga kredit yang 

telah diakui harus dibatalkan dengan mengeluarkan pendapatan bunga kredit dan 

mengkredit pendapatan bunga kredit yang telah diterima.Terjadinya suatu kredit 

bermasalah tidak terlepas dari berbagai faktor–faktor yang ada pada debitur 

namun menurut pendapat dari W. Reed Edward dan K. Gill Edward terdapat 2 

faktor yaitu:20
 

a. Faktor Internal yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu : 

1. Kebijakan pengkreditan yang ekpansif 
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. 

3. Itikad kurang baik dari pemilik, pemgurus, atau pegawai bank. 
4. Lemahnya sistem admisnistrasi dan pengawasan kredit serta 

lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. 
b. Faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah: 

1. Kegagalan usaha debitur. 
2. Musibah terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur. 

3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh 
debitur. 

4. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit 

Permasalahan yang timbul karena adanya keterlambatan sehingga 

mengakibatkan suatu kerugian kepada pihak dalam perjanjian memiliki 

keterkaitan  antar  satu  sama  lainnya  membuat  pandangan  terhadap  kendala 

tersebut harus diteliti agar pemberian solusi permasalahan kredit tersebut bisa 

lebih tepat guna. Kredit bermasalah tidak saja berpengaruh terhadap tidak 

diperolehnya pendapatan bunga, melainkan juga dapat menyebabkan biaya 

tambahan untuk menangani kredit bermasalah tersebut sehingga terjadi pokok
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pinjaman yang diberikan tidak kembali sehingga bank bisa mengalami kerugian 

maka untuk menghindari suatu bentuk kerugian yang diterima maka bank dapat 

memberikan suatu kebijakan untuk mempermudah debitur agar dapat 

menyelesaikan bunga pinjaman dan pokok pinjamannya . 

 
 

2.3      Penyelesaian Kredit Bermasalah 
 

2.3.1   Pengertian penyelesaian Kredit Bermasalah 
 
 

Kredit bermasalah atau macet yang sering terjadi dalam suatu perjanjian 

memaksa bank atau lembaga keuangan melakukan strategi penyelesaian kredit 

bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian dan tetap memandang tidak 

semakin mempersulit keadaan dari debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat 

dilakukan dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu 

atau penurunan jumlah angsuran yang harus dibayarkan bagi beberapa kredit 

tertentu.21  Penyelesaian kredit bermasalah menurut pandangan bank jika 

terjadinya kredit bermasalah itu disebabkan karena hal-hal diluar kekuasaan 

debitur dan debitur dinilai mempunyai itikad baik serta bank berpendapat bahwa 

debitur masih sanggup untuk melunasi fasilitas kredit dengan kemampuan bayar 

yang menurun dari yang diperjanjikan semula, maka pihak bank akan memberikan 

kebijakan yang dapat meringankan beban debitur, dengan maksud agar kredit 

bermasalah tersebut dapat diatasi dan bank tetap dapat menerima pengembalian 

atas kredit yang telah diberikan dan tidak terjadi suatu kemacetan kredit yang 

semakin rumit.22  Itikad baik debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit dan 

kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut merupakan hal yang melandasi 

bank memberikan kebijakan agar mempermudah proses pembayaran kredit 

tersebut agar tergolong kembali sebagai kredit lancar (Performing Loan) dan tidak 

ada pihak yang dirugikan di pada perjanjian tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Ibid ., hlm. 101
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2.3.2   Macam Penyelesaian Kredit Bermasalah 

 

Strategi penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya yang dilakukan 

oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek 

setelah usaha pembinaan, penyelamatan dan cara lain tidak dimungkinkan lagi 

dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar pada perjanjian yang telah 

dilakukan oleh kedua belah pihak. 

Strategi penyelesaian kredit bermasalah menurut Kasmir dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu :23
 

1.    Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 

Penjadwalan Kembali (Rescheduling) merupakan upaya 

penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok 

dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang 

jangka waktu kredit. Dapat dilakukan dengan cara mengubah 

persyaratan seperti : 
a) Memperpanjang jangka waktu kredit 

Memperpanjang waktu kredit dilakukan dengan cara 

debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka 

waktu. 
b) Memperpanjang Jangka waktu angsuran 

Memperpanjang jangka waktu angsuran kreditnya 
diperpanjang pembayarannya. 

2.    Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

Persyaratan Kembali (Reconditioning) yaitu melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang 

tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau 

jangka waktu kredit saja. Dapat dilakukan dengan cara mengubah 

persyaratan seperti : 
a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 

b) Penundaaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 
Penundaan  pembayaran  bunga  sampai  waktu  tertentu 
adalah penundaan pembayaran bunga sedangkan pokok 
pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

c) Penurunan Suku Bunga 

Penurunan  dari  suku   bunga  dimaksudkan  agar  lebih 
meringankan beban debitur. 

d) Pembebasan Bunga 
Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan 
mempertimbangkan debitur akan mempu membayar kredit 

 
 
 

 
23 

Kasmir, Op Cit ., hlm. 116 - 117
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tersebut dengan catatan debitur tetap mempunyai kewajiban 
membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 

3.    Penataan kembali (restructuring) 

Restructuring yaitu mengubah seluruh persyratan 

pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, 

pelaksanaan konversi akad pembiayaan dan konversi 

pembiayaan. Dapat dilakukan dengan cara mengubah persyaratan 

seperti : 
a) Dengan Menambahkan jumlah kredit 

b) Dengan Menambahkan modal 
i.  Dengan menyetorkan uang tunai 

ii.  Tambahan modal dari pemilik 
4.    Kombinasi 

Menggunakan Ketiga jenis Penyelesaian diatas. 

5.    Penyitaan Jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur 

sudah benar – benar tidak mampu lagi untuk membayar semua 

hutangnya. 

 
Berdasarkan beberapa metode penyelesaian permasalahan kredit 

bermasalah tersebut, yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu penggunaan 

metode Restrukturisasi atau Penataan kembali. penyelesaian secara administrasi 

perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet  maka 

penanganannya  lebih ditekankan  melalui  beberapa upaya  yang  lebih  bersifat 

pemakaian  kelembagaan  hukum  (penyelesaian  melalui  jalur  hukum) Dengan 

adanya penyederhanaan ini, diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih 

kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa 

harus merepotkan dengan perizinan tambahan. 

 
 

2.4      Restrukturisasi Kredit 
 

2.4.1   Pengertian Restrukturisasi Kredit 
 

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu 

dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah 

suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali 

antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) dan penyelesaian kredit dengan 

cara jalur litigasi ataupun non litigasi yang diterapkan oleh bank terkait. Dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif 

Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan 

Rakyat menjelaskan pengertian restrukturisasi sebagai berikut:
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“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR 

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya” 

 

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu metode yang digunakan 

oleh bank untuk memberikan suatu keringanan suatu pinjaman kredit agar 

dapat   kembali   lancar.   Menurut   Peraturan   Bank   Indonesia   Nomor: 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 

menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 

a. Penurunan suku bunga Kredit; 

b. Perpanjangan jangka waktu Kredit; 
c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit; 

d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit; 
e. Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau 

f.  Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara 

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit dapat diantaranya sebagai 

berikut:24
 

 

1. Debitur   tidak   melakukan   pembayaran   kewajiban   sesuai 

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit 

dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih cooperative 

dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas 

managemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam 

membayar kewajibannya. 

2. Restrukturisasi  dilakukan  oleh  karena  debitur  tidak  dapat 

melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan 

akan tetapi usaha debitur  masih  berjalan dan  hanya dapat 

memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat 

dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan 

masih beroperasi serta berjalan terus. 

3. Memperbaiki     dokumentasi     hukum     sehingga     dapat 

memperkuat posisi Bank. Pertimbangan lain dalam melakukan 

restrukturisasi, yaitu:25 

a.  Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan 
melakukan pembayaran  kewajiban  setelah  dilakukan 
restrukturisasi kredit. 

b. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari 
debitur akan membaik. 

 
24 Ibid ., hlm. 155 
25 Ricardo Simanjuntak .,Op Cit., hlm. 99-100
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c.  Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang   diberikan 

kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas 

kredit. 
 

Kegiatan Restrukturisasi bank berguna untuk mebuat suatu kredit yang 

telah tergolong tidak lancar (Non Performing Loan) menjadi lancar kembali 

(Performing loan) agar terciptanya keadaan kredit yang baik antara kreditur dan 

debitur. Ketentuan    umum    restrukturisasi    kredit    sesuai    dengan    Nomor: 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 52 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

 

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a.  Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau 

bunga Kredit; dan 
b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 

memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi” 
 

Ketentuan    umum    restrukturisasi    kredit    sesuai    dengan    Nomor: 
 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 53 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

 

“Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya 
untuk: 

a.   Memperbaiki kualitas Kredit; atau 
b.   Menghindari    peningkatan    pembentukan    PPA    tanpa 

memperhatikan kriteria  debitur  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 52.” 

 
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling 

terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan 

dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan 

uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.26
 

Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari 
 

masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank memberikan jasa-jasa 
 

 
26  

Maria  Astri  Yunita,  2016,  Menolak  Permohonan  Reschedule  Kredit  Nasabah, 

melalui : https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt575582f3520f0/dapatkah-bankmenolak- 

permohonan-reschedule-kredit-nasabah?, diakes pada tanggal 10 Maret 2019 , Pukul 23.00 WIB
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perbankan. Fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya 

akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat 

menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. 

 

2.4.2   Alasan Restrukturisasi Kredit 
 

Alasan pemberian kebijakan restrukturisasi adalah upaya untuk 

menyelamatkan suatu kredit agar tetap berjalan dan tidak terjadi kemacetan yang 

terlalu panjang yang dapat membuat kerugian kepada pihak bank secara 

berkepanjangan dan dapat berdampak pada kelancaran dari kredit tertentu. 

Beberapa permasalahan kredit dapat diselesaikan dengen metode restrukturisasi 

namun restrukturisasi dilarang dilakukan untuk tujuan tertentu yang merugikan 

kreditur, misalnya untuk mengulur waktu pengembalian kredit atau untuk 

menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit 

hanya dapat dilakukan apabila terhadap debitur terdapat alasan-alasan sebagai 

berikut:27
 

 

a. Debitur   merupakan   aset   nasional   atau   terlalu   banyak 

kepentingan publik di dalamnya sehingga harus 

dipertahankan; 
b. Penyelesaian utang debitur merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari skema penyelesaian kredit yang disepakati 
oleh pihak kreditur dan debitur; 

c. Kelangsungan    usaha    debitur    masih    bisa    menjanjikan 
pengembalian utang dimasa mendatang; 

d. Tingkat pengembalian dengan usaha restrukturisasi masih 
lebih baik dibandingkan dengan eksekusi jaminan atau proses 
kepailitan; 

e. Dalam hal terdapat banyak kreditur dengan berbagai macam 
fasilitas pinjaman, terdapat kesepakatan mayoritas kreditur 

untuk menyamakan persepsi dalam merestrukturisasi utang 

debitur; 
f.  Kreditur  ikut  berkontribusi  dalam  masalah-masalah  yang 

dihadapi oleh debitur atau turut serta menjadikannya tidak 
mampu untuk mengembalikan utang; 

g. Dokumentasi transaksi pembiayaan mengandung banyak 
kelemahan    sehingga    sulit untuk menjamin tingkat 
pengembalian yang wajar;

Ricardo Simanjuntak, Op Cit .,hlm. 111 
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h. Diperolehnya komitmen dari pemegang saham pengendali dan 

manajemen debitur untuk melakukan restrukturisasi utang 

yang bisa diterima oleh kreditur; 
i.  Dukungan pemerintah Indonesia; 

j.  Litigasi atau penyelesaian sengketa tidak menjamin tingkat 
pengembalian yang tinggi dan proses yang cepat. 

 
 

Beberapa alasan lain untuk dapat diadakannya restrukturisasi utang bagi 

pihak debitur atau pelaku bisnis adalah sebagai berikut:28
 

 
a. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih 

bagus; Bahwa penataan dan perbaikan sektor keuangan 

perusahaan akan dapat  dicapai apabila perusahaan tersebut 

dalam kondisi sehat dan kuat. 
b. Dengan   melakukan   proses   restrukturisasi   utang   maka 

perusahaan akan dapat dirubah sesuai kemampuan 

pembayaran perusahaan. 
 

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit untuk pelaku bisnis dapat 

diantaranya sebagai berikut:29
 

a. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai 

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit 

dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih cooperative 

dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas 

managemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam 

membayar kewajibannya. 
b. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat 

melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan 

akan tetapi usaha debitur  masih  berjalan dan  hanya dapat 

memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat 

dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan 

masih beroperasi serta berjalan terus. 
c. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat 

posisi Bank. 
d.  Pertimbangan lain dalam melakukan restrukturisasi, yaitu:30 

i.    Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan 
melakukan pembayaran  kewajiban  setelah  dilakukan 
restrukturisasi kredit. 

ii.    Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari 
debitur akan membaik. 

 
 
 
 
 

 
 

hlm. 155 

28 Ibid ., hlm. 190 
29 M. Djumaha, Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2002 .,
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Ibid ., hlm. 166 

 

 

 
 
 
 

iii.    Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang   diberikan 

kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas 

kredit. 
 

Alasan pemberian restrukturisasi kredit selain memberikan kesempatan 

kepada debitur untuk menyelesaikan kreditnya dapat memberikan suatu 

peningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus kepada debitur untuk 

melakukan pembayaran kredit. Pemberian kebijakan restrukturisasi dari pihak 

bank agar pihak debitur melakukan penataan dan perbaikan sektor keuangan 

perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut agar kembali dalam 

kondisi sehat, efisiensi, dan kuat. Dengan melakukan proses restrukturisasi hutang 

maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan 

pembayaran dapat dari jangka waktu pembayaran kredit hingga jumlah bunga 

yang diberikan kepada pinjaman tersebut, yaitu caranya berunding dengan 

kreditur dan melalui suatu argument yang cukup sehingga tercapai kesepakatan. 

 

2.5      Bank 
 

2.5.1   Pengertian Bank 
 

Kata Bank berasal dari dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat 

penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga 

intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk 

menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau 

yang dikenal sebagai banknote.31 Bank selaku lembaga utama penyimpanan uang 

yang beredar di suatu Negara juga bertindak sebagai lembaga pengawas keuangan 

dan penyalur pinjaman kepada masyarakat. 

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan 

bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang 

kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. 

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan tarah hidup orang banyak.”
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Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran 

baru berupa giral. Bank termasuk dalam salah satu perusahaan industri jasa, 

karena produknya banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pokok- 

pokok kegiatan Bank meliputi empat hal, yaitu:32
 

 

1.   Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalam kegiatan ekonomi 
2.   Menciptakan uang 

3.   Menghimpun dana dari masyarakat 
4.   Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya 

 
Definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam 

bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.33  Hal yang harus disikapi adalah dengan meletakkan asas hukum 

perbankan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat terkini dengan tetap 

mempertahankan eksistensi prinsip kepercayaan dan kehatia-hatian (prudential 

banking) dalam menjalankan usaha bank. Selain itu, pengelolaan bank harus 

didasarkan kepada asas-asas tata pengelolaan perusahaan yang baik (good 

corporate governance).34  Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya 

sehari-hari dan harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada 

masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), 

pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat 

dalam negeri. 

Berdasarkan definisi-definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi 

dalam beberapa jenis.  Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelo mpokkan 

menjadi 3 jenis yaitu:35 

1. Bank Sentral 

Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah 
sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the resort. Fungsi 

 

 
32 

Ibid ., hlm. 167 
33 Ricardo Simanjuntak .,Op Cit.,  hlm. 115 
34 Thomas Suyatno .,Op Cit.,  hlm. 85
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sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu 

Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur 

perbankan di suatu Negara. 
2. Bank Umum 

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh 

jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik 

masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank 

umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan 

kedalam 2 jenis yaitu: bank umum devisa dan bank umum non 

devisa. 

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Bank    Perkreditan    Rakyat    (BPR)    adalah    Bank    yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

 
Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Perbankan, terdapat empat jenis 

bank berdasarkan undang-undang, yaitu: 

1) Dilihat dari Segi Fungsinya : 

a. Bank umum 
Bank  umum  adalah  Bank  yang  dalam  pengumpulan 

dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan 

deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit 

jangka pendek. 
b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu  lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank  Perkreditan 

Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan 

bank umum. 

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya 
a. Bank Milik Pemerintah 
b. Bank Milik Swasta Nasional 
c. Bank Asing 
d. Bank Milik Koperasi 
e. Bank Campuran 

3) Dilihat dari Segi Status 
Bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam dilihat 

dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. 

Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank 

tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran 

kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah 

produk, modal, maupun kualitas pelayanannya.  Oleh karena itu,
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untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian- penilaian 
dengan kriteria tertentu. Status yang dimaksut adalah:36

 

a. Bank Devisa 

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan 
dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha 
perbankan dalam valuta asing. 

b. Bank non Devisa 
Bank non Devisa adalah bank-bank yang melakukan kegiatan 

perbankan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh bank devisa. 

Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat 

melayani transaki-transaksi di dalam negeri (domestik). 

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 
Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan 

harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua 

kelompok yaitu:37
 

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank 
yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi 
pada prinsip-prinsip konvensional. 

b) Bank Berdasarkan prinsip Syari’ah, Bank berdasarkan prinsip 

syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar 

negeri terutama di Negara-negara timur  tengah bank  yang 

berdasarkan prinsip  syariah sudah  berkembang  pesat  sejak 

lama. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu 

sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum 

Islam (syariah). 

 
Dana dari bank  berupa  setoran dan  modal  yang  dilakukan pada  saat 

pendirian bank, yang membuat kedudukan bank berperan penting dalam 

berjalannya roda perekonomian dan suatu bisnis yang membutuhkan ketersedian 

modal yang lancar agar suatu bisnis dapat terus berjalan dan menciptakan suatu 

bisnis – bisnis baru yang dapat menciptakan siklus ekonmoni yang sehat tanpa ada 

hambatan yang membuat bisnis secara tidak dapat berlangsung dan 

mengakibatkan terganggunya sistem ekonomi secara terstruktur yang bisa 

berdampak kepada berjalannya bisnis – bisnis lainnya. 

 
2.5.2   Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya 

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya 

produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank 
 
 
 
 

36 Ricardo Simanjuntak .,Op Cit.,  hlm. 130 
37 Ibid ., hlm 140

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25  

 

 
 
 
 

umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan 

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya 

lebih sempit. Pada Undang – Undang Perbankan pasal 5 angka (2) menjelaskan 

bahwa: 

 

“Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu 

kegiatan atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada 

kegiatan tertentu sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi 

pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi 

suatu kelompok tertentu.” 
 

Adanya suatu penyederhanaan ini, diharapkan dapat memudahkan bank 

dalam  memilih  kegiatan-kegiatan  perbankan  sesuai dengan  karakter  masing- 

masing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan. Menurut 

Undang – Undang Perbankan pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa: 

 

“Bank Umum adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.” 
 

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan - kegiatan sebagai 

berikut :38
 

1. Menghimpun Dana (Funding) 

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli 

dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan 

funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara 

menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut 

dengan nama rekening atau account. 
2. Menyalurkan Dana (Lending) 

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang 

berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan 

nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh 

bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam 

masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang 

diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari 

kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan 

jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit 

dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang 

diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek 
 
 
 

38  
Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : 

Gramedia Pustakatama. ., hlm. 145
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penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang 
besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. 

3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services) 
Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk 
mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 
Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak 
memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini 
kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit 
bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin 
mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih 
besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat 
dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini 
ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam 
menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal. 

 

Bank Umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum 

dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:39
 

1) Menghimpun dana dari mayarakat dalm bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjagka, sertfkat deposito, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
2)   Memberikan kredit. 

3)   Menerbitkan surat pengakuan utang. 
4)   Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentinngan dan atas perintah nasabahnya. 
5)   Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk 

kepentingan nasabah. 
6)   Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, wesel 
unjuk, cek atau sarana lain. 

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga. 

8)   Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9)   Melakuan   kegiatan   penitipan   untuk   kepentingan   pihak   lain 
berdasarkan suatu kontrak. 

10) Melaukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek 
 

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu intas 

pembayaran, dimana dalam pelaksaan kegiatan usahanya dapat secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sifat jasa yang diberikan adalah 

umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada bank 

akan menemui suatu kendala dan berakibat terganggunya perputaran dana secara 

sistematis.  Tugas yang diamban oleh bank umum memiliki tujuan agar 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum agar membuat pertumbuhan 

ekonomi dapat terjadi secara sehat dan terjadi berkembang secara pesat. 

26 
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

73 

 

 

 

 

 

BAB 4 PENUTUP 

  

4.1  Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Bank BRI cabang Banyuwangi, 

adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas 

permasalahan yang terkait dengan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Kriteria kredit bermasalah atau non-performing loan yang sering 

dihadapi oleh PT. BRI cabang Banyuwangi adalah Kredit kurang 

lancar, Kredit diragukan, Kredit macet dan kredit bermasalah yang 

terjadi pada PT. BRI cabang Banyuwangi dengan nomor perjanjian 

kredit NO. B.408/VI/2019 merupakan salah satu contoh kredit 

macet karena telah terjadi tunggakan pembayaran terhadap pokok 

dan bunga kreditnya lebih dari 270 hari. 
 

2. Dasar pemberian kebijakan restrukturisasi kredit pada PT. BRI 

cabang Banyuwangi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan 

dalam kegiatan pengkreditan berdasarkan Undang-undang 

perbankan kemudian PBI No. 7 tahun 2005 serta keputusan direksi 

BRI cabang Banyuwangi nomor R.32-XVI/KC/ADK/06/2019 atas 

pemberian kebijakan keringanan kredit atau restrukturisasi dengan 

cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan 

pokok pinjaman kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, 

penambahan fasilitas kredit. 

3. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu cara 

non-litigasi yang menggunakan metode administrasi kredit seperti 

penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali 

atau restrukturisasi penyelesaian kredit bermasalah dengan metode 

restrukturisasi yang diterapkan pada Kantor PT. BRI Cabang 

Banyuwangi pada perjanjian kredit NO. B.408/VI/2019 dengan 

memberikan opsi yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan 

jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit atau 

menggunakan jalur litigasi yang menyerahkan permasalahan 

kepada lembaga peradilan yang berwenang. 

74 
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4.2 Saran 

Saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang 

dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada PT. BRI cabang Banyuwangi dalam hal untuk menghindari 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit NO. 

B.408/VI/2019, sebaiknya PT. BRI cabang Banyuwangi harus 

melakukan penilaian kredit dan karakter calon nasabah sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur, penilaian tersebut dilakukan agar 

meminimalisasi peluang terjadinya kredit bermasalah.  
 

2. PT. BRI cabang Banyuwangi seharusnya meningkatkan 

pengawasan terhadap kebijakan restrukturisasi nomor R.32-

XVI/KC/ADK/06/2019 yang sesuai dengan aturan yang telah 

diatur dalam Undang-undang serta Peraturan Bank Indonesia yang 

berlaku. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya 

hambatan atau kendala dalam pelaksanaan proses restrukturisasi 

kredit lainnya. 

 

3. PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan penilaian dengan 

baik dan tepat dalam hal yang menentukan kredit macet seperti 

pada perjanjian kredit NO. B.408/VI/2019 yang telah di lakukan 

penilaian tergolong layak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap 

debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 

memenuhi kewajibannya kembali kepada kreditur apabila 

dilakukan restrukturisasi dengan segala ketentuan yang telah 

disepakati oleh kreditur dan debitur. 
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